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Abstrak 

Mediasi elektronik (e-mediation) merupakan inovasi dalam penyelesaian sengketa perdata di era 

digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi mediasi elektronik di pengadilan, 

dengan menyoroti tantangan dan peluang yang muncul. Metode yang digunakan adalah studi 

kualitatif deskriptif berbasis literatur hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa meskipun e-mediation menawarkan efisiensi waktu dan biaya, masih terdapat hambatan dalam 

aspek regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa mediasi elektronik berpotensi menjadi solusi masa depan, namun perlu 

penguatan kebijakan dan kesiapan sistemik agar dapat diimplementasikan secara optimal di 

lingkungan peradilan. 

Kata Kunci: Efektivitas, E-Mediation, Inovasi Hukum, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan 
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Abstract 

Electronic mediation (e-mediation) is an innovation in resolving civil disputes in the digital era. This 

article aims to examine the effectiveness of e-mediation implementation in court by highlighting 

emerging challenges and opportunities. The method used is descriptive qualitative research based on 

legal literature and prevailing regulations. The findings reveal that although e-mediation offers time 

and cost efficiency, there are still obstacles in regulatory aspects, technological infrastructure 

readiness, and human resource competence. This study concludes that e-mediation has the potential 

to be a future solution, but requires stronger policy support and systemic readiness for optimal 

implementation within the judiciary. 

Keywords: Court, Dispute Resolution, E-Mediation, Effectiveness, Legal Innovation 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor, 

termasuk sistem peradilan, untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanannya. Salah satu 

inovasi yang muncul di bidang hukum adalah penerapan mediasi elektronik (e-mediation) 

sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Inovasi ini diharapkan 

dapat memberikan solusi terhadap permasalahan klasik dalam mediasi konvensional 

seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses bagi para pihak yang bersengketa (Ashady et 

al., 2024; Irfan & Anirwan, 2023). 

Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam penyelesaian 

sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hukum (Nursobah, 2015; 

Tuvey & Sen, 2023; Zhao & Chen, 2024). Namun demikian, implementasi e-mediation juga 

menghadapi berbagai tantangan, antara lain keragaman infrastruktur teknologi antar 

wilayah, kesiapan sumber daya manusia, hingga aspek hukum yang belum sepenuhnya 

adaptif (Azharuddin et al., 2020; Simandjuntak, 2020). Selain itu, masih terdapat keraguan 

terhadap validitas hukum dan keamanan data dalam proses mediasi berbasis daring (of 

Arts in Public Administration & of Law, 2002). 

Penelitian sebelumnya telah menyoroti keunggulan mediasi elektronik dalam hal 

fleksibilitas dan keterjangkauan (Wicaksana et al., 2021), namun juga mencatat 

keterbatasan dalam hal keterlibatan emosional dan interaksi personal yang biasanya 

menjadi kekuatan mediasi konvensional (Sholihah et al., 2024). Sebagian besar kajian 

berfokus pada aspek teknis atau kebijakan, namun belum banyak yang mengevaluasi 

efektivitasnya secara menyeluruh dari perspektif implementasi yudisial (Anam & 

Mukaromah, 2024; Tjandra, 2021). 
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Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu tersebut, artikel ini bertujuan untuk 

menakar efektivitas mediasi elektronik yang diterapkan di lingkungan pengadilan 

Indonesia, dengan menelaah aspek regulatif, kelembagaan, dan kesiapan aktor-aktor 

terkait. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi apakah e-mediation dapat menjadi solusi 

inovatif dalam penyelesaian sengketa, atau justru membuka tantangan baru dalam praktik 

peradilan digital. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara 

mendalam dinamika penerapan mediasi elektronik (e-mediation) dalam sistem peradilan 

Indonesia, khususnya dalam konteks efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian 

sengketa. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep, regulasi, dan 

implementasi yuridis dari suatu kebijakan atau inovasi hukum (Abduh, 2025). 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah regulasi dan praktik pelaksanaan mediasi 

elektronik di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada: 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma), putusan pengadilan yang relevan, serta kebijakan 

internal lembaga peradilan terkait digitalisasi layanan hukum. Sumber data utama terdiri 

atas dokumen hukum, artikel ilmiah, serta data sekunder berupa laporan resmi lembaga 

peradilan dan publikasi akademik dalam rentang 10 tahun terakhir. 

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik dan 

dokumen hukum menggunakan kriteria inklusi yang relevan dengan topik penelitian. 

Instrumen pengumpulan data berupa pencatatan manual dan perangkat lunak referensi 

(seperti Mendeley), sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, yakni 

dengan mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dari data ke dalam tema-tema 

substantif: regulatif, kelembagaan, dan teknis pelaksanaan. 

Untuk menjaga objektivitas, validitas data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan informasi dari jurnal akademik, dokumen regulatif, dan laporan 

kelembagaan. Langkah-langkah penelitian dirancang secara bertahap sebagaimana 

ditunjukkan dalam alur berikut: 
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Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik (e-mediation) telah diadopsi 

sebagai bagian dari strategi digitalisasi pelayanan hukum di beberapa lingkungan 

pengadilan Indonesia. Hasil analisis terhadap regulasi, praktik implementasi, dan laporan 

peradilan mengungkap bahwa efektivitas e-mediation sangat dipengaruhi oleh kesiapan 

sistem teknologi, literasi digital para pihak, serta dukungan kebijakan internal lembaga 

peradilan(Hannin, n.d.; Kossay et al., 2024). Kesiapan ini tidak hanya menyangkut 

infrastruktur teknis seperti jaringan internet dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup 

kesiapan prosedural dan mental dalam menerima sistem baru berbasis daring. 

Secara umum, e-mediation dinilai mampu menghemat waktu dan biaya, terutama 

dalam penyelesaian perkara perdata sederhana yang tidak memerlukan banyak interaksi 

emosional(Ihza Nazarudin, 2023). Efisiensi ini memberikan harapan terhadap percepatan 

akses keadilan bagi masyarakat luas, terutama di wilayah yang secara geografis sulit 

dijangkau. Namun demikian, efektivitasnya menurun dalam kasus yang bersifat kompleks 

atau emosional, seperti sengketa keluarga atau perkara waris, di mana komunikasi tatap 

muka dan empati menjadi sangat penting (Barsky, 2016; Lavi, 2020). Barsky menegaskan 

bahwa mediasi bukan sekadar proses negosiasi, tetapi juga ruang untuk memahami 
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perspektif emosional pihak lain, yang kerap sulit tercapai melalui media digital. Lavi 

bahkan menyatakan bahwa dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, penggunaan 

teknologi justru dapat memperburuk ketimpangan karena perbedaan akses dan 

keterampilan. 

Selain itu, hambatan teknis masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan sejumlah 

laporan, banyak mediator dan para pihak yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan 

dalam penggunaan platform digital, sehingga proses mediasi elektronik kerap mengalami 

kegagalan teknis ataupun ketidakhadiran pihak secara daring (Khusnia, n.d.; Matsum et al., 

2022). Dalam konteks ini, rendahnya literasi digital berdampak langsung terhadap kualitas 

komunikasi dan partisipasi selama proses mediasi berlangsung. 

Temuan ini konsisten dengan beberapa studi terdahulu yang menekankan 

pentingnya faktor sosial dan budaya dalam keberhasilan e-mediation. Misalnya (Aidi, 

2022) menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada keberadaan 

rasa percaya antar pihak, yang lebih sulit dibangun dalam interaksi digital. (Salmiah & 

Aswari, 2024) menambahkan bahwa keterampilan komunikasi daring belum menjadi 

kompetensi umum, baik bagi mediator maupun pihak yang berperkara, sehingga sering 

terjadi miskomunikasi atau bahkan ketegangan yang tidak terselesaikan. 

Pengadilan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia 

yang kompeten menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi elektronik yang lebih tinggi 

(Saputra, 2024). Dalam konteks ini, pengadilan yang telah menerapkan sistem informasi 

manajemen perkara secara terintegrasi dan menyediakan pelatihan khusus bagi para 

mediator lebih siap menghadapi transformasi digital. Sebaliknya, pengadilan yang masih 

bergantung pada sistem manual menghadapi tantangan dalam adaptasi prosedural dan 

teknis. 

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan regulatif turut memengaruhi 

pelaksanaan e-mediation. Beberapa aturan internal dan peraturan Mahkamah Agung 

belum sepenuhnya memberikan panduan teknis dan normatif yang seragam dalam 

pelaksanaan mediasi daring (Fatimah, 2024). Akibatnya, pelaksanaan e-mediation antar 

satu pengadilan dengan yang lain tidak seragam, bahkan dalam beberapa kasus 

menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan kesepakatan yang dicapai secara daring. 

Ketidakkonsistenan ini mengarah pada pertanyaan tentang legitimasi hukum dari hasil 

mediasi elektronik, terutama terkait enforceability atau daya ikat hukum dari perjanjian 

daring. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-mediation memiliki potensi besar 

sebagai inovasi solutif dalam penyelesaian sengketa, namun masih menyisakan tantangan 

serius terkait infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan penguatan regulasi. Kajian 

ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menerapkan e-mediation—tidak 

hanya dari sisi teknologi, tetapi juga pada tataran hukum, kelembagaan, dan budaya 

hukum masyarakat (Mariastuti, 2024). 

Studi lainnya menyoroti bahwa e-mediation juga menuntut pengembangan etika 

profesional baru yang dapat mengatur komunikasi digital antara mediator dan pihak yang 

bersengketa (Tsvetkova & Nenova, 2018). Aspek ini menjadi penting mengingat proses 

mediasi berlangsung di ruang virtual yang rentan terhadap pelanggaran privasi, 

manipulasi informasi, atau tekanan tidak langsung yang sulit dideteksi. 

Lebih lanjut, diperlukan pendekatan desain sistem yang berpusat pada pengguna 

(user-centered) untuk memastikan bahwa platform e-mediation mudah diakses dan 

digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi 

(Nouri et al., 2019). Desain ini mencakup antarmuka yang sederhana, fitur penerjemah 

bahasa lokal, hingga mekanisme pengamanan data pribadi. 

Kajian perbandingan internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses 

menerapkan e-mediation, seperti Singapura dan Estonia, memberikan perhatian besar 

pada pelatihan mediator, standarisasi prosedur, serta dukungan kebijakan lintas sektor 

(Alexander, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antar institusi dan konsistensi 

kebijakan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan e-mediation di tingkat nasional. 

Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan regulasi 

digital juga dianggap dapat meningkatkan legitimasi sistem mediasi elektronik (Fung, 

2015). Dengan adanya partisipasi publik, sistem e-mediation akan lebih sesuai dengan 

kebutuhan lapangan dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. 

Akhirnya, pendekatan lintas-disiplin antara hukum, teknologi informasi, dan ilmu 

sosial dinilai sebagai pendekatan paling relevan dalam merancang sistem mediasi 

elektronik yang adaptif dan inklusif (Kumar, 2025). Kolaborasi ini penting untuk 

menghasilkan kebijakan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga fungsional dan 

dapat diterapkan dalam konteks sosial budaya Indonesia. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-mediation merupakan inovasi 

strategis dalam penyelesaian sengketa modern, tetapi penerapannya masih menghadapi 

tantangan serius terkait kesiapan teknologi, regulasi, SDM, serta faktor sosial dan budaya. 

Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam penerapan e-mediation—yakni 
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mencakup aspek teknis, hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat . Tanpa 

komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital dalam sistem 

peradilan hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.  

 

SIMPULAN 

Mediasi elektronik menunjukkan potensi sebagai solusi inovatif dalam 

penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya dari segi efisiensi dan aksesibilitas. 

Namun, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitasnya masih dipengaruhi oleh 

kesiapan infrastruktur, kompetensi digital para pihak, dan dukungan regulatif yang 

belum seragam. Temuan ini memberikan landasan awal bagi penguatan kebijakan e-

mediation di masa depan. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada evaluasi langsung 

terhadap tingkat keberhasilan mediasi elektronik dan persepsi para pihak dalam 

praktiknya.  
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